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Ghina Mangala Hadis Putri (B11109041), Fungsi Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Terhadap Pemberian Proper dalam Bidang Pertambangan di 
Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Muh. Yunus Wahid (selaku 
Pembimbing I) dan Irwansyah (selaku Pembimbing II). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme 
pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk 
mengetahui pengaruh pemberian Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan (PROPER) terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada 
perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 
yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi 
langsung di lapangan. Adapun sumber data sekunder (secondary data) 
diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari dokumen, 
buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media 
elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan 
yang diteliti. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik 
deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan 
topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan 
sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan 
penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. 
 PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian 
Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada 
pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk 
dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan 
Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Pengaturan dan mekanisme PROPER diatur 
oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 
tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup untuk penilaian PROPER 2011-2012 yang kemudian 
digantikan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 
2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk PROPER 2012-2013. Salah satu 
indikator kinerja PROPER  adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap 
peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap 
perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk 
wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale 
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A.  Latar Belakang 
Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu 
lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang 
tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, campur 
tangan manusia itu ada yang berdampak negatif dan ada yang 
berdampak positif terhadap lingkungan. 
Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan 
pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar 
risiko kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan industrialisasi, nyatanya 
menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya pencemaran 
lingkungan hidup yaitu dengan adanya perusahaan-perusahaan besar.  
Dahulu perusahaan dianggap telah memberikan kontribusi yang 
cukup bagi lingkungannya melalui pemberian kesempatan kerja, 
penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pembayaran pajak. 
Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya 
lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, membuat 
masyarakat memberikan perhatian lebih serius tidak hanya terhadap 
dampak positif/manfaat adanya suatu perusahaan tetapi juga dampak 
2 
negatif/kerugian yang ditimbulkannya di lingkungan masyarakat yang 
bersangkutan.1 
Perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat akibat berbagai 
dampak negatif keberadaan sebuah perusahaan mengakibatkan 
timbulnya tekanan-tekanan terhadap perusahaan untuk tidak berlebihan 
mengeksplorasi sumber daya alam, memproduksi produk yang 
berkualitas, melakukan perbaikan teknik dan proses produksi serta 
meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang dihasilkan. 
Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung 
jawab yang berpijak pada single botton line, yaitu nilai perusahaan yang 
direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun 
perusahaan juga harus memerhatikan aspek sosial dan lingkungan. 
Aspek sosial dan lingkungan inilah oleh John Elkington disebut dengan 
istilah triple bottom line. Perusahaan tidak lagi sekadar menjalankan 
kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan), melainkan 
juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.2 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan 
merupakan suatu hal wajar apabila didasarkan pada pemahaman bahwa 
perusahaan merupakan organ masyarakat yang juga memiliki tanggung 
jawab untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan 
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 Dampak negatif ini berupa penurunan sumberdaya tak terbaharui dan peningkatan 
limbah (padat, cair, dan udara), yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan 
sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup, seperti risiko kesehatan dan kerusakan 
lingkungan. 
2
 Abdul Rauf. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap 
Stakeholder  di Sulawesi Selatan. (2013), hlm. 2 
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peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sebagai tanggung 
jawab pemerintah semata. Namun persoalannya kemudian menjadi 
rumit, karena tidak semua pihak, baik perusahaan maupun pemangku 
kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap 
akibat dari tindakan yang telah dilakukannya.3 
Khusus di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah terhadap 
keberadaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada aspek 
lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang 
lingkungan hidup. Diantaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang di dalamnya membahas tentang Analisis Dampak Mengenai 
Lingkungan (Amdal) yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebagai wujud 
tanggung jawab sosialnya.4 Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas pada pasal 74 juga menekankan kewajiban perusahaan untuk 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.5 
Kebijakan dan regulasi yang ada, tidak serta merta membuat 
perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Sulsel) melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan di 
sekitarnya.  Oleh karena itu, pada awal tahun 1990-an, pemerintah 
mengeluarkan  sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan 
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  Ibid., hlm. 2. 
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  Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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  Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas 
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kinerja perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang 
baik khususnya di bidang pengelolaan limbah. Kebijakan ini dinamakan 
PROKASIH (Program Kali Bersih). Namun, seiring perkembangan 
zaman PROKASIH kemudian terus dikembangkan menjadi Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan kriteria 
penilaian  lebih ditingkatkan dan menggunakan pendekatan “multimedia”, 
yaitu pengendalian pencemaran air, Udara, dan pengolahan Limbah B3.6  
Selain itu PROPER  merupakan tools Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada sejak tahun 1995 yang 
terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman.7 Prinsip dasar 
dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra 
bagi perusahaan yang memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang 
baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang 
memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. 
PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. 
Perusahaan-perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah 
perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, 
tercatat di Pasar bursa, memunyai produk yang berorientasi ekspor atau 
digunakan masyarakat luas.  
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 Ibid., hlm. 2. 
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Pelaksanaan PROPER dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan 
pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur 
selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER. Hal ini 
juga sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengelolaan lingkungan 
hidup oleh pemerintah provinsi diberikan kepada Badan Lingkungan 
Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Pada tahun 2012 yang lalu jumlah 
perusahaan yang ikut serta menjadi peserta PROPER dari seluruh 
Indonesia mencapai 1317 perusahaan,8 30 (tiga puluh) diantaranya 
merupakan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Provinsi Sulsel. 
Untuk Provinsi Sulsel sendiri, hadirnya PROPER rupanya tidak 
menjadi  alasan semakin membaiknya pola perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh beberapa perusahaan 
yang terdaftar sebagai peserta PROPER termasuk di dalamnya 
perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan.9 Sebagaimana 
diketahui, bahwa pertambangan masih saja menjadi polemik yang sering 
diperbincangkan di masyarakat pada umumnya. Tak bisa dipungkiri, 
keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada sangat 
memengaruhi kualitas lingkungan yang berada di sekitar lokasi 
pertambangan. Kedua perusahaan tambang di Sulsel yang menjadi 
peserta PROPER yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT 
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 Lihat Kepmen-LH Nomor 273 Tahun 2012 tentang Hasil Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012 
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Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur, menjadi contoh perusahaan tambang 
yang memerhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di 
area sekitar tambang melalui PROPER.. 
Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk 
mengkaji secara objektif dan mengedepankan nilai-nilai intelektual serta 
berusaha melihat dengan perspektif yuridis, sehingga dalam penulisan 
skripsi ini jelas terlihat adanya fungsi dari Badan Lingkungan Hidup 
Daerah dalam pemberian PROPER itu sendiri serta keterkaitan antara 
keberadaan perusahaan dengan penilaian PROPER ini terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup terutama bagi perusahaan-perusahaan 
yang bergerak dalam bidang pertambangan di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di dalam 
pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
2. Bagaimanakah pengaruh pemberian Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER) terhadap pengelolaan lingkungan 
hidup pada perusahaan dalam bidang Pertambangan di Provinsi 
Sulawesi Selatan?  
7 
C.  Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.  Tujuan Penulisan: 
a. Untuk mengetahui fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di 
dalam pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) terhadap pengelolaan 
lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Manfaat Penulisan: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang 
kajian hukum lingkungan. Di samping itu, secara praktis, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 




A. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup 
  Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu 
organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) 
atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).10 Dari hal inilah 
kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: 
Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan 
lain-lain.11 
 Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua 
faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah 
tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh 
menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.12 
 Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) 
menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu 
sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang 
terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah 
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  Mulyanto. Ilmu Lingkungan. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 1 
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  Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 1 
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  Lihat, Pasal 1 Poin 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan 
dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, 
banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun 
ekosistem selalu berubah, ia memunyai kemampuan untuk kembali pada 
keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.13 
 Hal ini kemudian membuat penyusun undang-undang tentang 
pengelolaan lingkungan hidup yang telah berubah sebanyak tiga kali 
yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kemudian Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997, serta yang paling terakhir Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009, berusaha untuk mengaitkan antara lingkungan 
secara umum dengan lingkungan hidup. Kaitan inilah yang menghasilkan 
definisi tentang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut: 
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lain.” 
 
 Istilah lingkungan hidup maksudnya lingkungan tempat hidup 
manusia sebagai padanan istilah human environment, istilah yang 
dipakai oleh Konferensi Lingkungan di Stockholm, yang menghasilkan 
Declaration of The United Nations Conference on the Human 
Environment (1972). Di dalam deklarasi butir 1 dikatakan14 : 
Man is both creature and moulder of his environment, which gives 
him physical sustenance and affords him opportunity  for 
intellectual, moral, social, and spiritual growth. In the long and 
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  Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 39 
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  Ibid., hlm. 12 
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tortuous evolution of the human race on his planet stage has been 
reached when, through the rapid acceleration of science and 
technology. Man has acquired the power to transform his 
environment in countless ways and on unprecedented scale. Both 
aspects of mans environment, the natural and manmade, essencial 
to him well being and to the enjoyment of basic human rights even 
the right to life itself.  
 
 Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu 
adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, 
sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh 
karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang 
lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain:15 
Otto Soemarwoto  
Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam 
ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. 
 
S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf 
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat 
biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, 
pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.  
 
Michael Allaby 
Lingkungan hidup diartikan sebagai: The physical, chemical, and 
biotic condition surrounding and organism. 
 
Munadjat Danusaputro 
Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di 
dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam 
ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta 
kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 
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  Juwita. 2012. Pengertian Lingkungan Hidup menurut Beberapa Ahli. 
http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapa-
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Sri Hayati 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda 
dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lainnya. 
 
Jonny Purba 
Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat 
berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial anatara 
berbagai kelompok beserta pranatanya dengan symbol dan nilai. 
 
 
 Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 
lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard 
memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, 
yakni:16 
a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 
gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, 
gaya tarik, ombak, dan sebagainya. 
b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis 
berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga 
disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti 
reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. 
c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 
i. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), 
seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain, 
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   NHT Siahaan. Hukum Lingkungan. (Jakarta:Pancuran Alam,2009), hlm. 3 
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ii. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap 
sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua 
bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber 
organik, dan 
iii. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat 
batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan 
keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, 
bahasa, dan lain-lain. 
d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 
institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang 
terdapat di daerah kota atau desa.  
2.  Pengertian Hukum Lingkungan 
 Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum 
dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua 
bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. 
Hukum lingkungan klasik , berorientasi kepada penggunaan lingkungan 
atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi 
kepada lingkungan.17 
 Dalam hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang 
meliputi :18  
a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law), 
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 St.Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku 11,(Bandung: Nasional 
Binacit,1985), hlm. 201 
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 Ibid., hlm. 202. 
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b. Metodenya comprehenship-integral (utuh-menyeluruh), dan 
c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, 
bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam 
dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada 
lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan 
pelaksanaannya. 
 Sedangkan hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud 
sebagai berikut: 
a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented), 
b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialistis 
(sectoral oriented law), dan 
c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga 
mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk 
“melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan 
hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang 
dan generasi mendatang. 
 Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi 
pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia 
dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta 
teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-
mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.  
14 
 Drusteen,19 menyatakan bahwa hukum lingkungan (milieurecht) 
adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam 
(natuurlijkmilieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian 
besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht). Hukum 
lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum 
kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan 
(milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-
recht). 
 Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa 
istilah, yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” 
dalam Bahasa Belanda, “Lenvironnement” dalam Bahasa Perancis, 
“Umweltrecht” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam 
Bahasa Malaysia, “Batas Nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sin-
ved-lom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, dan “Qomum al-Biah” dalam 
Bahasa Arab.20 
 Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian 
besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum 
administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum 
perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. 
 Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan 
(hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek 
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 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan 
Pembangunan Lingkungan Hidup, (Bandung:Refika Aditama,2009), hlm. 8 
15 
keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang 
hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa 
dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam 
masyarakat yang semakin kompleks. 21  
 Dengan memerhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi 
Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut:22 
a. Hukum Tata Lingkungan, 
b. Hukum Perlindungan Lingkungan,  
c. Hukum Kesehatan Lingkungan, 
d. Hukum Pencemaran Lingkungan,  
e. Hukum Lingkungan Internasional, dan  
f. Hukum Perselisihan Lingkungan. 
 Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan 
tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat 
kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Hukum 
Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, 
akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan 
biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antrophogen. 
Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan 
meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya. 
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 Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan 
dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud 
strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum 
Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan 
terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola 
hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan 
tanah. 
 Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis 
dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan 
yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi 
hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana 
internasional. 
 Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur 
prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara 
lingkungan. Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu23 yang penting dari 
hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam 
menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan 
melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan 
lingkungan hidup. 
 Hukum lingkungan (environmental law) sebagai bagian hukum 
fungsional (milieurecht als functioneel vak) telah memberikan kerangka 
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 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta:Graha 
Ilmu,2012), hlm.21 
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hukum (legal framework) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, 
institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.24 
 
B. Dasar Konstitusional Perlindungan Lingkungan Hidup di 
Indonesia 
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, 
selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga 
peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi 
manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar.25 
 Ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang mengatur tentang 
lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat 
(1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 194526. 
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
  
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : 
 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.” 
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 Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan 
tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat 
manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, 
berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia 
(HAM). Karena itu, UUD NRI 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, 
sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).27 
   Pengaturan yang sama dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (3) 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM)  yang menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas lingkungan 
yang baik dan sehat.28 
  Menurut Jimly Asshiddiqie,29 norma lingkungan hidup telah 
mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai 
hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan 
pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan 
HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi 
kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun 
peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi, 
Indonesia merupakan satu Negara kepulauan yang sangat rentan dan 
rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, pada 
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Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol. 18 Nomor 4, 2010 
29
 Jimly Asshiddiqie, Op.cit, hlm. 90-91. 
19 
saatnya, kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa 
Indonesia sendiri.  
 Pasal 25A UUD NRI 1945 menentukan, “Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri 
nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 
dengan undang-undang.” Ciri nusantara di sini menggambarkan 
rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-
pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung di dalam air, daratan, dan 
udara di atasnya. Keseluruhan mekanisme antar makhluk ciptaan Tuhan 
dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang 
disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi.30 
 Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan pula, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.”  
 Seperti kritik kaum environmentalist terhadap konstitusi federal dan 
konstitusi Negara bagian Amerika Serikat, para perancang dan perumus 
pasal UUD NRI 1945 ini juga belum membayangkan apa yang kemudian 
akan menjadi arus utama dalam pemikiran di abad ke-21 tentang 
lingkungan hidup dan pembangunan, yaitu adanya pengertian mengenai 
satu kesatuan ekosistem. 
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 Namun, tentu saja, dalam memahami roh undang-undang dasar, 
kita tidak boleh terpaku hanya kepada bunyi teksnya dan juga tidak boleh 
hanya terhenti pada pengertian-pengertian yang dipikirkan oleh the 
framers sebagai the original intent. Spirit undang-undang dasar terus 
berkembang.31Ciri nusantara sebagaimana dimaksud Pasal 25A, dan 
kandungan pengertian “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya” sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (3) 
mencakup pengertian yang dapat diperluas meliputi juga udara dan 
wilayah udara beserta segala kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya. 
 Ketentuan-ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan 
Pasal 33 ayat (1), tentu dapat pula dikaitkan erat dengan konsepsi 
mengenai lingkungan hidup. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi : 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.” 
 
 Ada dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, 
yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi 
dimaksud haruslah mengandung prinsip (i) berkelanjutan dan (ii) 
berwawasan lingkungan. Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan 
secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang 
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lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan 
berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development) dan 
wawasan lingkungan (pro-environment) sebagaimana ditentukan oleh 
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, cukup alasan untuk 
menyebut bahwa UUD NRI 1945 pasca reformasi atau sesudah 
Perubahan Keempat pada 2002 ini juga sudah berwarna hijau atau 
Green Constitution.32   
2.  Peraturan tentang Lingkungan Hidup 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pengelolaan   Lingkungan Hidup 
Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap 
lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. 
Bahkan undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru 
tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-
undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.33  
Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan 
Hidup telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan 
dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam 
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Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 
1979 oleh Menteri Negara.34 
Pada tanggal 21 Maret 1981 Menteri Negara PPLH mengirimkan 
konsep RUU hasil pembahasan antar Departemen untuk minta 
persetujuan para menteri dan pada tanggal 23 Januari 1982, Menteri 
Negara PPLH menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU 
Lingkungan Hidup. 
Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU 
lingkungan Hidup hasil panitia khusus disetujui sidang paripurna DPR. 
Pada tanggal 11 Maret 1982 telah disahkan Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dengan penandatanganan oleh Presiden Republik 
Indonesia dan diundangkan pada hari yang sama dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 12.35 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 
disingkat dengan UULH. Undang-undang ini terdiri atas 9 bab dan 24 
pasal. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang 
payung, yang berarti akan menaungi beberapa undang-undang dan 
Peraturan Pemerintah yang mengatur Lingkungan Hidup.  
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b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Karena adanya perkembangan teknologi yang langsung 
memberi dampak pada lingkungan hidup, maka Undang-undang 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diperbaharui. Pada 
tanggal 19 September 1997 disahkan dan diundangkanlah UULH 
yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 
yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
Pertimbangan penetapan UU Nomor 23 Tahun 1997  tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 4 
Tahun 1997 No. 68 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3699) yang 
menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1982 dengan 
diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1997 tersebut pada tanggal 19 
September 1997 adalah sebagai berikut36 : 
a) bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat 
Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan Bangsa Indonesia 
merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan 
matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara; 
b) bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk 
memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan 
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hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan 
kebiaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan 
memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi 
masa depan; 
c) bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan 
hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 
lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna 
menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup; 
d) bahwa penyelengaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memerhatikan 
tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan 
global serta perangkat hukum  internasional yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup; 
e) bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya 
dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian 
rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215) 
perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; 
25 
f) bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a , b, c, d, 
dan e di atas perlu ditetapkan undang-undang tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Selanjutnya UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup disingkat dengan UUPLH. Namun, demi masa 
depan dan kebaikan bersama: UUPLH terbuka untuk dikaji ulang. 
Komisi Kerja  Hukum Lingkungan Badan Kerjasama Pusat Studi 
Lingkungan (BKPSL) Indonesia bekerjasama  dengan Pusat 
Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Airlangga, pada tanggal 23 
Oktober 1999 telah memprakarsai penyelenggaraan Semiloka 
Nasional tentang Revisi UUPLH. Pemikiran argumentatif  yang 
berkembang bermuara pada satu tema besar : UUPLH perlu segera 
direvisi. Proseding semiloka tersebut telah disampaikan kepada 
Sekretaris Eksekutif BKPSL Indonesia, Menteri Negara Lingkungan 
Hidup (MENLH), Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI), dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (dulu : Departemen Hukum dan Perundang-undangan terus 
berubah lagi menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).37 
Gema revisi UUPLH terus bergulir. Workshop for Capacity 
Building of Environmental Law yang diselenggarakan tanggal 5-7 
Oktober 2000 atas kerjasama dengan Fakultas  Hukum Universitas 
Airlangga dan Utrecht University Belanda, juga menyuarakan perlunya 
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revisi UUPLH. Senada dengan hal ini, dalam Diskusi Penegakan 
Hukum Lingkungan di Kantor MENLH tanggal 1 Februari 2001 
maupun pada pelatihan dan lokakarya Program CELA II (Course on 
Environmental Law and Administration), tanggal 19-24 Februari 2001. 
Akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tanggal 5 
Desember 2003 juga mengadakan Seminar Pemikiran Perubahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hotel Indonesia. Lebih dari itu pada 
tanggal 30-31 Agustus 2004 di Hotel Salak The Heritage Bogor, 
Kementrian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan University of 
Maastricht, The Netherlands menggelar acara besar berupa Workshop 
Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
Konstruksi UUPLH dibangun atas dasar pendekatan represif 
dalam menonjolkan pengaturan “penegakan hukum” berupa 
pengenaan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Itupun 
dengan rumusan yang problematik. Pengelolaan lingkungan 
seyogianya menomorsatukan langkah-langkah preventif untuk 
mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan 
yang menjadi sumber sengketa lingkungan.38 
Secara institusional, berlakunya UUPLH tidak memberikan 
perubahan yang mencerahkan. UUPLH berjiwa sentralisis (Pasal 12-
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13). Kumandang otonomi daerah  dalam pengelolaan lingkungan yang 
seirama dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
Pemda), sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru alias “barang 
basi.” Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) sudah 
mengenal “desentralisasi pengelolaan lingkungan.” Kelembagaan 
pengelolaan lingkungan ala UUPLH mengalami kemandulan 
kewenangan.39  
 
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 
15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan 
kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, UULH tersebut mengalami 
pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah 
berlakunya UU ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang 
sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada 
tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH).40 
Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah 
adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola 
pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan kewenangan antara 
pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau 
umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut 
kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. 
Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan 
pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari 
hari ke hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan Non-
Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. 
Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah 
dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan berbagai sumber daya.41   
 Selain itu, menurut UUPPLH ini terdapat delapan hak atas 
lingkungan yang diatur, yaitu42 : 
1. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan 
yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM, 
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2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat 
(2)), 
3. Hak akses informasi (Pasal 65 ayat (2)), 
4. Hak akses partisipasi (Pasal 65 ayat (2)), 
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha 
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan hidup  (Pasal 65 ayat (3)), 
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan 
liingkungan hidup (Pasal 65 ayat (4)), 
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5)), dan 
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara 
perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik 
dan sehat (Pasal 66). 
Dengan demikian, di antara kedelapan hak tersebut, terdapat hak 
yang bersifat substantif (Substantive right to environmental quality) 
dan ada hak yang bersifat hak prosedural (procedural rights).43  
Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya 
dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan 
kesejahteraan umat manusia pada saat  ini dan juga yang tidak kalah 
pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa 
mendatang (sustainable development). Dengan kata lain pembuatan 




UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk 
menyelamatkan lingkungan.44 
 
C.  Tanggung Jawab terhadap Lingkungan  Hidup 
Tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan wajib 
menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).45 Tanggung jawab 
dikaitkan dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila 
terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung 
segala sesuatu tersebut. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban 
disebut accountability yang berasal dari kata account. 46 
Konsep pertanggungjawaban menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua 
yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggung-
jawaban institusional atau jabatan.47 Pertanggungjawaban terhadap 
lingkunganpun, bisa berupa tanggung jawab mutlak48 dan pertanggung-
jawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan melalui 
pendayagunaan (tiga) 3 sarana hukum yakni sarana hukum administrasi, 
hukum pidana, dan hukum perdata. Berdasarkan instrument hukum 
                                                             
44
 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta:Graha 
Ilmu,2012), hlm.3 
45
Muhammad Syarif Nuh. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam 





 Ibid,.  
48
 Tanggung jawab mutlak adalah  suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan 
kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan 
dalam melakukan perbuatannya tersebut memunyai kesalahan ataupun tidak. Marwan 
(dkk),Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition,(Surabaya:Reality 
Publisher,2009) 
31 
tersebut, maka dikenal adanya tanggung jawab administrasi, tanggung 
jawab pidana, dan tanggung jawab perdata.49  
1. Tanggung Jawab Negara terhadap Lingkungan Hidup 
 Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang 
sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari 
bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di 
zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam 
masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian 
bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.50 
 Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh 
umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia 
dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa 
untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. 
Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk 
mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka 
perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan 
disebut body politic atau negara (state) sebagai a society poltically 
organized.51 
 Eksistensi suatu negara dalam  tahapan demi tahapan memiliki 
peran dan sumbangsih yang berbeda. Dalam era kekinian, negara 
menjadi wadah tempat bergantungnya harapan warga yang terkadang 
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hanya dimaknai sebagai sutu personifikasi dari individu-individu. Negara 
adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok 
manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) 
tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus 
tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok 
manusia yang ada di wilayahnya.  
Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya 
organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, 
kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki 
kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Kurang tepat apabila 
negara dikatakan sebagai suatu masyarakat yang diorganisir. Adalah 
tepat apabila dikatakan diantara organisasi-organisasi di atas, Negara 
merupakan suatu organisasi yang utama di dalam suatu wilayah karena 
memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk dalam banyak 
hal campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.52 
 Ada beberapa elemen atau unsur utama yang membentuk 
pengertian negara, antara lain:53 
a. Rakyat 
Unsur ini sangat penting dalam suatu negara, oleh karena 
orang/manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang 
pertama-tama berkepentingan agar organisasi Negara berjalan baik. 
Merekalah yang kemudian menentukan dalam tahap perkembangan 
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  Bambang Prabowo Soedarso, Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan 
Pertanggungjawaban Negara, (Jakarta, 2010), hlm. 105 
53
  Ibid., hlm. 106. 
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negara selanjutnya. Pentingnya unsure rakyat dalam suatu Negara 
tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu 
juga melahirkan apa yang disebut dengan ilmu kemasyarakatan 
(sosiologi).   
b. Wilayah (teritorial) 
 Tidak mungkin ada negara tanpa suatu wilayah. Selain pentingnya 
unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan 
khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu 
wilayah itu masuk suatu negara tertantu atau sebaliknya dipecah 
menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-
orang yang berada di wilayahnya sendiri.  
c. Pemerintahan 
Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan 
memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan 
penduduk suatu negara dan berada dalam  wilayah negara. 
Indonesiapun sebagai sebuah Negara, memiliki tujuan yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 yang 
menyatakan bahwa : 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian 
abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 
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Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin 
oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta 
dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia.” 
 
Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Negara dalam hal ini 
diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum pada 
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
 
Bentuk kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya. 
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, pelaksanaan dari “pendelegasian kewenangan”54 pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah diberikan kepada Gubernur selaku 
Kepala Daerah Provinsi yang dijalankan melalui peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (PP No. 25 Tahun 
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 Delegasi menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya. Dengan adanya pendelegasian tersebut maka terkait juga dengan salah satu 
prinsip dalam negara hukum “geen bevoegdheid zonder verantwoorkdelijkeheid atau 
there is no authority without responsibility (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung-
jawaban). Ali Rahman (2013). Tinjauan Hukum Tentang Kewenangan Wakil Menteri 
dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm. 22 
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2000). Pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup 
berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 dapat dilihat dari tabel 1 di bawah 
ini.55  
Tabel 1.  Daftar Pembagian Kewenangan Bidang Lingkungan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
LINGKUNGAN HIDUP 
PEMERINTAH PUSAT 
Pasal 2 ayat (3) angka 18 PP No. 
25 Tahun 2000 
PEMERINTAH PUSAT 
Pasal 3 ayat (5) angka 16 PP No. 
25 Tahun 2000 
a. Penetapan pedoman 
pengendalian sumber daya 
alam dan pelestarian fungsi 
lingkungan 
b. Pengaturan pengelolaan 
lingkungan dalam pemanfaatan 
sumber daya laut di luar 12 
(dua belas) mil 
 
c. Penilaian analisis mengenai 
dampak lingkungan bagi 
kegiatan-kegiatan yang 
potensial berdampak negatif 
pada masyarakat luas dan atau 
menyangkut pertahanan dan 
keamanan, yang lokasinya 
meliputi lebih dari satu wilayah 
Provinsi kegiatan yang 
berlokasi di wilayah sengketa 
dengan Negara lain di wilayah 
laut di bawah 12 (dua belas) 
mil dan berlokasi di lintas batas 
Negara. 
d. Penetapan baku mutu 
lingkungan dan penetapan 
a. Pengendalian Lingkungan 
hidup lintas Kabupaten/Kota 
 
 
b. Pengaturan pengelolaan 
lingkungan dalam pemanfaatan 
sumber daya laut 4 (empat) mil 
sampai dengan 12 (dua belas) 
mil 
c. Pengaturan tentang 
pengamanan dan pelestarian 












d. Penilaian analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL) 
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 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di 
Daerah, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 140 
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e. Penetapan pedoman tentang 
konservasi sumber daya alam 
bagi kegiatan-kegiatan yang 
potensial berdampak negatif 
pada masyarakat luas yang 
lokasinya meliputi lebih dari 
satu Kabupaten/Kota 
e. Pengawasan pelaksanaan 
konservasi lintas 
Kabupaten/Kota 
f. Penetapan baku mutu 
lingkungan hidup berdasarkan 
baku mutu lingkungan hidup 
nasional 
 
Sumber: Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan       
Lingkungan di Daerah, hlm. 140 
 
Lebih lanjut, tugas dan kewenangan pemerintah terdapat pada 
ketentuan dalam Pasal 63 UUPPLH: 
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
Pemerintah bertugas dan berwenang: 
a. Menetapkan kebijakan nasional 
b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria; 
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 
nasional; 
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 
UKL-UPL; 
f.  Menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam nasional dan 
emisi gas rumah kaca; 
g. Mengembangkan standar kerja sama; 
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
i.   Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber 
daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragamanhayati, 
sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa 
genetik; 
j.   Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 
pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan 
ozon; 
k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, 
serta limbah B3; 
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l.   Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 
perlindungan lingkungan laut; 
m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas 
negara; 
n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala 
daerah; 
o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundangundangan; 
p. Pengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian 
sengketa; 
r.  Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 
s. Menetapkan standar pelayanan minimal; 
t.  Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 
v. Mengoordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan 
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; 
w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 
x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan 
hidup; 
y. Menerbitkan izin lingkungan; 
z. Menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan 
hukum lingkungan hidup. 
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
provinsi bertugas dan berwenang: 
a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 
provinsi; 
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 
UKL-UPL; 
e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi 
gas rumah kaca pada tingkat provinsi; 
f.  Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas 
kabupaten/kota; 
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h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota; 
i.   Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
j.   Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta 
penyelesaian sengketa; 
l.   Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; 
m. Melaksanakan standar pelayanan minimal; 
n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 
o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 
p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan hidup; 
q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 
r.  Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;  
s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
provinsi. 
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 
a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 
kabupaten/kota; 
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 
UKL-UPL; 
e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi 
gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 
f.  Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i.   Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundangundangan; 
j.   Melaksanakan standar pelayanan minimal; 
k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 
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masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; 
l.   Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 
o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; 




Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Provinsi 
yang bertumpu pada pundak Gubernur akan senantiasa dilimpahkan 
kepada Perangkat Daerah berupa “Dinas Daerah” dan “Lembaga Teknis 
Daerah”  (Berdasarkan Pasal 120-125 UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah) sebagai instansi yang diberi tugas dan 
fungsi56 untuk melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi. 57 
Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk 
Dinas atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah 
(BLHD) Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan  
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Dimana BLHD 
Provinsi memunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan kordinasi 
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak 
lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah 
                                                             
56 Dalam kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) Marwan dan Jimmy, 
(Surabaya:Reality Publisher,2009) Fungsi dalam artian bestuur yaitu suatu fungsi untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sempit (eksekutif), sedangkan Fungsi 
dalam artian bestuurzorg yaitu fungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. 
57 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di 
Daerah, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 67 
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Kota. Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi yaitu 
58: 
a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengendalian dampak lingkungan hidup; 
b. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten 
dan Daerah Kota; 
c. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor; 
d. Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup; 
e. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 
f. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup; 
g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 
h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2. Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 
 Konsep kewajiban manusia (human obligations) disadari dan 
diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan 
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  Lihat  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 
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tanggung jawab. Sementara itu, hak berhubungan erat dengan 
kebebasan, kewajiban berkaitan dengan konsep tanggung jawab. Di 
samping perbedaan, kebebasan, dan tanggung jawab juga bersifat saling 
ketergantungan satu sama lain (interdependent).  
Tanggung jawab dan pertanggungjawaban, sebagai suatu kualitas 
moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat 
sukarela (voluntary) atas kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin 
dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam 
masyarakat manapun. Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang 
dinikmati oleh seseorang, makin besar pula tuntutan akan tanggung 
jawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi 
atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggung 
jawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu ke arah 
kapasitasnya yang penuh. 59 
Dapat dikatakan bahwa dalam kesadaran yang baru ini, kita 
sebenarnya dianjurkan untuk berubah dari prinsip kebebasan tanpa 
perbedaan (freedom of indifference) menuju kebebasan dalam 
keterlibatan (freedom of involvement). Sebaliknya, dapat pula 
digambarkan bahwa manakala sesorang mengembangkan rasa 
tanggung jawabnya, pada dasarnya yang bersangkutan meningkatkan  
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 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta:Rajawali 
Pers,2009), hlm. 368 
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pula kebebasan internalnya sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan 
(fortifying) karakter moralnya sendiri.60 
Berbagai ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan yang 
ada jelas menegaskan bahwa tiap-tiap manusia Indonesia berhak atas 
lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini merupakan kebutuhan primer 
atau hak dasar bagi setiap orang. Namun dengan melihat pertimbangan 
kondisi lingkungan akhir-akhir ini, dimana banyak terjadi kasus-kasus 
lingkungan yang terkesan dibiarkan begitu saja dan kurangnya peran 
serta aktif pemerintah maupun masyarakat dalam memperjuangkan hak-
hak dasar mereka atas lingkungan yang baik dan sehat sehinggan hal ini 
menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak ini  secara optimal. 61 
Dalam mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup, 
pemerintah dibantu masyarakat, antara lain Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
8 Tahun 1990 tanggal 19 Maret tentang Pembinaan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yakni sebagai berikut :  
“LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
warga negara indonesia secara sukarela ayau kehendak sendiri 
dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 
ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi 
masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada 
pengabdian secara swadaya.” 
 




 Sulastri Yasim (2013). Hak atas Lingkungan yang baik dan sehat Ditinjau dari 
Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar. Hlm. 103 
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Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang, LSM 
mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan 
sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Sejalan dengan hal di atas, ada 4 (empat) pokok pikiran yang 
melandasi perlunya peran serta masyarakat, yaitu:62 
a. Informing the administration 
b. Increasing the readines of the public to acept decisions 
c. Suplementing judicial protection 
d. Democratizing decision making 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
memunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi 
peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau 
keputusan administratif, tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan 
organisasi dalam masyarakat. Pasal 70 UUPPLH menegaskan peran 
masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Peran masyarakat dimaksud dapat berupa : 
a) Pengawasan sosial 
b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan 
c) Penyampaian informasi dan/atau laporan 
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 Dikutip dari, “Unep Applauds Decision By Commission On Human Rights To 
Assess The Right To A   Healthy Environment”. Diakses pada hari Sabtu.1 Juni 2013 
pukul 00.15 Wita 
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Manusia dengan alam, ada dalam konteks keruangan yang saling 
memengaruhi. Kadar saling pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh 
tingkat penguasaan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 
(Iptek). Setiap warga Negara, dipundaknya terpikul tanggung jawab yang 
tidak ringan dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
lingkungan alam tersebut, antara lain dapat diwujudkan dengan contoh 
sikap dan perilaku sederhana yaitu sebagai berikut:63  
1. Memelihara kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang 
sampah sembarangan. 
2. Tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat 
keterbatasan sumber daya alam yang ada. 
3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (environment 
friendly) agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga. 
4. Pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan  lingkungan 
hidup dimana kita tinggal agar teknologi tersebut justru tidak 
merusak alam lingkungan kita. “Technology is the application of 
knowledge bay man in order to perform some task he wants done.” 
(Brown,1975) 
Selain itu, adapun implementasi dari peran masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:64  
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a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan 
kemitraan. 
b. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat 
c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 
melakukan pengawasan sosial. 
d. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. 
 
D.  Kewajiban Hukum bagi Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup 
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Coorporate Sosial 
Responsibility) 
Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran 
yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena 
memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. 
Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses 
produksinya perusahaan di samping memanfaatkan sumber daya alam 
juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam. Oleh 
karena itu perusahaan dituntut tanggung jawabnya atas segala aktivitas 
kegiatan usahanya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap 
lingkungannya.Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan tanggung 
jawab sosial perusahaan sebagai konsekuensi moral dalam menjalankan 
bisnis yang beretika. 65 
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Tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa Inggrisnya 
disebut dengan istilah Coorporate Social Responsibility atau CSR, 
merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan 
kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan 
dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan secara 
sukarela. Di Indonesia sendiri, kewajiban melakukan tanggung jawab 
sosial perusahaan telah diwajibkan oleh pemerintah dan tertera dalam 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
a. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan 
Kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan 
yang berasal dari; produk operasi dan fasilitas, menghilangkan limbah 
dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya 
alam dan meminimalkan praktek-praktek yang buruk dapat 
memengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi 
generasi mendatang.66 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 
sosial perusahaan merupakan hal yang penting bagi setiap 
perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan 
lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan dan 
meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi 
lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang.  
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Ternyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
lingkungan mendapatkan suntikan biaya yang paling kecil jika 
dibandingkan dengan kegiatan sosial yang lainnya.67 Terlihat pada 
grafik di bawah ini, bahwa presentasi CSR di setiap perusahaan untuk 
lingkungan hanya berkisar 15% dibandingkan dengan CSR untuk 
pelayanan sosial dan lain-lain. 
 
Gambar 1.  Grafik persentase suntikan biaya yang dikeluarkan oleh 
Perusahaan pada Tahun 200468 
 
b. Keuntungan bagi Perusahaan yang melakukan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan 
                                                             
67
  Ibid 
68
  Sumber: Http://www.ivyannoproject.files.wordpress.com 
48 
Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh setiap 
perusahaan yang melakukan Tanggung jawab sosial terhadap 
lingkungan, yaitu69 : 
1) Pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen 
dan investor 
Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung 
jawab sosial terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi yang 
baik atau good brand image kepada berbagai elemen  bisnis. Bagi 
konsumen, perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab 
sosial terhadap lingkungan, dinilai sebagai perusahaan yang 
dapat dengan baik mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
alam dalam menguntungkan konsumen dan juga perusahaan. 
Bagi investor, perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap 
masalah lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang memiliki 
risiko bisnis yang rendah (low risk business) dan sangat 
menguntungkan bagi investor-investor  yang mempertimbangkan 
untuk investasi jangka panjang (long-term investment) kepada 
sebuah perusahaan. Dan otomatis, perusahaan-perusahaan yang 
perduli terhadap masalah lingkungan akan menciptakan reputasi 
yang baik dan pada akhirnya memiliki harga saham yang baik di 
pasaran. 
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2) Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan 
Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan 
mempekerjakan masyarakat sekitar, hal ini akan sangat 
berpengaruh dalam meminimalisir konflik sosial dalam 
keberlangsungan perusahaan. Dengan memiliki suatu kebijakan 
komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan 
akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memilki nilai-nilai 
progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu 
atmosfer kerja yang nyaman diantara para staf, terutama apabila 
para staf tersebut dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 
bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.70 
3) Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan 
Dalam implementasi CSR, perusahaan tentunya tidak dapat 
bergerak dan bekerja sendiri tanpa bantuan pemangku 
kepentingan seperti, masyarakat lokal dan pemerintah daerah. 
Dengan mengajak pemangku kepentingan dalam melakukan 
konservasi lingkungan, maka perusahaan dapat dengan mudah 
menciptakan sebuah relasi yang baik dengan para pemangku 
kepentingan tersebut. 
4) Membedakan perusahaan dengan para pesaingnya 
Jika kegiatan CSR terhadap lingkungan dilakukan oleh 
sebuah perusahaan, perusahaan tersebut akan memiliki 
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kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan 
komparatifnya (comparative advantage) sehingga dengan mudah 
dapat memberikan nilai plus yang berbeda dengan para 
pesaingnya yang tidak melakukan kegiatan sosial terhadap 
lingkungan. 
 Selain itu CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas 
konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang 
juga merupakan nilai yang dianut masyarakat.71 
c. Pelaporan dan Pemeriksaan 
Untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia 
yang bisnis yang baik maka perusahaan dapat membuat pelaporan 
atas dilaksanakannya beberapa standar CSR termasuk dalam hal : 
a) Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai 
standar John Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar 
triple bottom line (3BL). 
b) Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan 
laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai 
standar saat ini 
c) Verite, acuan pemantauan. 
d) Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional 
SA8000. 
e) Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000. 
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2.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 
Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan 
awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat 
perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik 
maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan 
apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak 
lingkungan.72 
Amdal adalah proses resmi untuk memerkirakan apakah suatu 
usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak-dampak 
lingkungan, seperti pada kehidupan manusia, sumber daya alam, air, 
udara, lahan dan satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh makin banyak 
negara termasuk Indonesia, dengan memberlakukan peraturan dan 
membentuk instansi-instansi yang bertanggung jawab pada 
pelaksanaannya.  
Jika Indonesia memunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Amdal), yang diharuskan dibuat jika sesorang ingin mendirikan suatu 
proyek yang diperkirakan akan member dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan, Belanda pun memunyai milieu effect apportage 
disingkat m.e.r.  Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu 
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sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama 
Environmental Impact Assesment disingkat EIA.73  
Amdal diberlakukan bagi proyek-proyek swasta maupun 
pemerintah dengan besaran tertentu dan telah menimbulkan pelbagai 
teknik seperti penilaian-penilaian dampak bagi kesehatan, penilaian-
penilaian dampak sosial, penilaian-penilaian akibat-akibat kumulatif, dan 
penilaian-penilaian lingkungan strategi (penilaian-penilaian lingkungan 
dari segi kebijakan yang diusulkan, program-program dan rancangan-
rancangan). 
Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup, Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana 
usaha dan/ atau kegiatan. 
Amdal biasanya melibatkan beberapa tahap : 
(1) Penapisan untuk mengambil keputusan apakah suatu 
proyek/kegiatan memerlukan penilaian terhadap kemungkinan 
dampak yang akan ditimbulkan dan seberapa dalam penilaian itu, 
dan apakah perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan 
yang akan ditimbulkannya. 
(2) Pelingkupan untuk menentukan wilayah studi Amdal dan 
mengidentifikasi dan memilih/memastikan dampak-dampak yang 
diperkirakan ada, besar dampak, pentingnya dampak yang meliputi: 
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a. Identifikasi dampak untuk memastikan Amdal terfokus pada isu-
isu penting untuk menentukan informasi-informasi rinci yang 
akan diperlukan. Tahap ini juga melakukan penilaian terhadap 
unsur-unsur rona lingkungan yang akan memengaruhi 
identifikasi dampak. 
Pelingkupan ini akan berlangsung terus menerusselama 
perencanaan dan implementasi usaha dan/atau kegiatan untuk 
mendeteksi adanya dampak penting yang timbul, belum 
terdeteksi sebelumnya dan melakukan penyesuaian RKL dan 
RPL seperlunya. 
b. Membuat evaluasi dan pemusatan pada isu-isu utama dengan 
mengadakan investigasi rinci dan menilai konsekuensinya. 
c. Membuat rencana penanggulangan dampak/rencana 
pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan 
lingkungan (RPL); kadang-kadang termasuk audit akhir 
dilaksanakan setelah proyek selesai, untuk menilai apakah RKL 
dan RPL yang telah dibuat cukup dekat dengan kenyataan dan 
tindakan penanggulangannya cukup baik. 
Pertimbangan untuk menentukan kriteria adanya dampak besar 
dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh74 : 
a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak; 
b. Luas wilayah persebaran dampak; 
                                                             
74
 Ibid, hlm. 39-40 
54 
c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung; 
d. Banyaknya komponen lingkungan yang lain yang akan terkena 
dampak; 
e. Sifat kumulatif dampak; 
f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. 
E.  Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 
1.  Ruang Lingkup dan Sejarah PROPER 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Prinsip dasar 
dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra 
bagi perusahaan yang memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang 
baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang 
memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Sistem peringkat 
kinerja PROPER mencakup peringkat perusahaan dalam lima peringkat 
warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara 
keseluruhan yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.75  
Instrumen keterbukaan informasi ini merupakan gelombang ketiga 
dari pilihan instrumen setelah instrumen peraturan dan instrumen 
berbasis pasar. Program ini merupakan skema pertama di negara-
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negara berkembang untuk menggunakan informasi.76 Sejarah PROPER 
dimulai pada tahun 1990 yang dulunya dikenal dengan PROKASIH 
(Program Kali Bersih), pada perkembangannya pada tahun 1995-1997 
berubah menjadi PROPER PROKASIH (khusus pengendalian 
pencemaran air).77 
Kelahiran PROPER tidak dapat dilepaskan dari  program kali 
bersih  (PROKASIH).  Dari PROKASIH, ditarik satu pelajaran penting, 
bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan konvensional “command and 
control” ternyata tidak   dapat mendorong  peningkatan  kinerja  
pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. Pada awal  
pelaksanaan  PROKASIH,  sistem  penegakan hukum lingkungan masih 
lemah, sistem peraturan belum   memadai   dan   kapasitas   serta   
jumlah pengawas lingkungan hidup juga masih terbatas. Tahun 1990-an, 
sulit mengharapkan industri patuh terhadap peraturan dan bersedia 
menginvestasikan uang untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan 
Air Limbah). Bahkan jika mereka sudah investasi, sulit  untuk  
mengharapkan  IPAL  tersebut dioperasikan secara benar. 78 
Bank  Dunia  menemukan  terjadinya ketimpangan   dalam  pola   
pembuangan   beban pencemaran   industri   ke   sungai.   Sekitar   10% 
industri peserta PROKASIH ternyata menghasilkan 50%  dari  total  
BOD  yang  dibuang  oleh  seluruh industri  yang  diawasi.  Jika  
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distribusi  ini  ditarik lebih   ke   atas,   ternyata   75%   dari   total   BOD 
yang  dibuang  oleh  industri  PROKASIH  “hanya” dihasilkan oleh 20% 
industri. Industri yang benar-benar  “bersih”  jumlahnya  kurang  dari  
50%  dan kontribusinya relatif kecil, yaitu 5% dari total beban 
pencemarannya yang dibuang ke sungai PROKASIH. 79 
Pendekatan  command  and  control  akan  efektif jika sistem yang 
ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur patuh terhadap 
peraturan yang ditetapkan. Pelajaran penting lain dari PROKASIH 
adalah, pertama, 10% dari industri yang membuang air   limbah   
dengan   beban   pencemaran   tinggi merupakan target utama 
pengawasan. Pengawasan akan   efektif   jika   dilakukan   pada   target-
target pengawasan  selektif,  yakni  industri-industri yang   menimbulkan   
dampak   paling   signifikan terhadap  lingkungan.  Pertanyaan  
kemudian muncul,   mengapa   industri   yang   berada   pada kondisi 
pengawasan yang sama-sama masih lemah menunjukkan tingkat 
ketaatan yang sangat berbeda? Ada  industri  yang  setelah  diawasi  
menunjukkan lompatan  kinerja  pengelolaan  lingkungan  yang luar 
biasa; mereka sangat peduli dan menempatkan urusan ini sebagai salah 
satu prioritas utama. Ada juga  industri  yang  jalan  di  tempat,  tidak  
peduli dengan   limbah   yang   dihasilkan,   tidak   peduli dengan  sungai  
yang  tercemar  dan  tidak  peduli teguran pejabat pengawas lingkungan 
hidup.  




Salah satu faktor  penyebabnya  adalah  sifat  pendekatan 
pengelolaan konvensional (command and control) yang hanya 
melibatkan dua aktor, yaitu pemerintah sebagai pengawas dan industri 
sebagai pihak yang diawasi. Sesuai dengan hukum aksi-reaksi, maka 
jika  pengawasan  dilakukan  dengan  ketat,  pihak yang  diawasi  
merespon  dengan  patuh  terhadap peraturan  atau berpura-
pura  patuh  pada  saatdiawasi. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, 
maka pihak yang diawasi merasa bebas untuk  berbuat sembarangan 
dan melanggar peraturan.  
Jika  proses  pengawasan dan penegakan  hukum formal  
memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  besar bagi kedua belah pihak, di 
mana kedua belah pihak harus  saling  berkonfrontasi  untuk  
membuktikan argumentasi   masing-masing,   maka   pengawasan oleh 
masyarakat dan pasar bermain dengan lebih halus dan sesuai dengan 
sifat-sifat dasar manusia.  
Setelah jeda lima tahun karena krisis, tahun 2002 PROPER 
dimulai lagi dengan kriteria penilaian yang lebih lengkap yaitu 
pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah beracun 
berbahaya, dan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan. Tata 
cara penilaianpun terus disempurnakan, termasuk kriteria perusahaan 
peserta, seperti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, 
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tercatat di pasar bursa, dan produk berorientasi ekspor atau digunakan 
masyarakat luas.80 
PROPER telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif 
reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penataan 
perusahaan di berbagai negara, antara lain Fhilipina, Kolombia, dan 
Meksiko. Pada tahun 1996, PROPER telah mendapatkan penghargaan 
Zero Emmission Award dari United Nations University Tokyo sebagai 
program inovatif dalam pengelolaan lingkungan. Sementara itu, para 
peneliti dari World Bank menyebutkan PROPER sebagai salah satu 
Landmark Initiative dalam pengelolaan lingkungan hidup.81 
Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, 
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan 
demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan 
instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup 
untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance 
(transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam 
pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara 
terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari tahapan 
penyusunan kriteria penilaian PROPER, pemilihan perusahaan, 
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penentuan peringkat, sampai pada pengumuman peringkat kinerja 
kepada publik.82 
Adapun tujuan dari PROPER ini adalah:83  
a. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan, 
b. Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian 
lingkungan, 
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara 
berkelanjutan, 
d. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk 
menaati  peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, 
e. Meningkatkan penaatan dalam pengendalian dampak lingkungan 
melalui peran aktif masyarakat, dan 
f. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap 
lingkungan. 
Sedangkan sasaran dari pelaksanaan PROPER adalah84 : 
a. Menciptakan lingkungan hidup yang baik. 
b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 
c. Menciptakan ketahanan sumber daya alam. 
d. Mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif, ramah lingkungan, 
yang mengedepankan prinsip produksi bersih atau eco-efficiency. 
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2.  Dasar Hukum PROPER 
Dasar hukum PROPER adalah Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan yang kemudian diubah melalui Peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.  
Karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
keadaan, maka dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan, dan inilah yang kemudian 
dijadikan dasar hukum PROPER hingga kini. 
3.  Kriteria Penilaian PROPER  
Kriteria penilaian PROPER berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
terdiri atas:85 
a. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan Biru, Merah, 
dan Hitam; dan 
b. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond 
compliance) untuk pemeringkatan Hijau dan Emas.  
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Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  PROPER dikembangkan  
dengan  beberapa  prinsip  dasar, yaitu peserta PROPER bersifat 
selektif, yaitu untuk industri yang menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi. PROPER 
memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan 
kepada industri agar meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. 
Pemberdayaan masyarakat dan pasar dilakukan dengan penyebaran 
informasi  yang  kredibel, sehingga   dapat menciptakan pencitraan atau 
reputasi.  
Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan   dengan 
menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh 
masyarakat. Peringkat  kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan 
terdiri dari: 
1. Emas 
Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan 
(environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, 
melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap 
masyarakat. 
2. Hijau 
Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 
dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui 
pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber 
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daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan 
Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial 
(CSR/Comdev) dengan baik. 
3. Biru 
Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan 
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. 
4. Merah 
Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi. 
5. Hitam 
Sengaja melakukan perbuatan dan atau melakukan kelalaian yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta 
pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. 
 
F.  Pertambangan 
1.  Pengertian Pertambangan 
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya 
pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan 
penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).86 Dalam 
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
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Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh 
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 
Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca 
tambang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha 
pertambangan bahan-bahan galian dibedakan dalam:87 
1. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon 
yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan 
batuan aspal. Batubara endapan senyawa organik karbonan yang 
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 
2. Pertambangan mineral, yaitu pertambangan kumpulan mineral 
yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas 
bumi, serta air tanah. Mineral adalah senyawa anorganik yang 
terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta 
susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, 
baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral 
digolongkan atas:  
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a. Pertambangan mineral radio aktif; 
b. Pertambangan mineral logam; 
c. Pertambangan mineral bukan logam; 
d. Pertambangan batuan. 
2.  Pertambangan dan Lingkungan Hidup 
Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang 
diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa.  
Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot 
lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Fenomena yang terjadi pada industri pertambangan di Indonesia,  
justru perusahaan tambang tersebut memiliki kekebalan untuk tidak 
menaati aturan-aturan lingkungan hidup dan dapat dengan bebas 
melakukan pencemaran tanpa takut mendapatkan sanksi. Perilaku 
lainnya adalah praktik pembuangan limbah pertambangan dengan cara-
cara primitif, membuang langsung limbah tailing ke sungai, danau, dan 
laut.88  
Celakanya, tidak ada aturan di Indonesia yang mewajibkan 
perusahaan Industri Pertambangan melakukan proses penutupan 
tambang secara benar dan bertanggungjawab. Kontrak karya 
pertambangan hanya mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan 
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reklamasi, dalam pikiran banyak pelaku industri ini adalah penghijauan 
atau penanaman pohon semata. Jauh panggang dari api.89 
Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan yang ditimbulkan 
oleh aktivitas bisnis masih marak terjadi dan sangat meresahkan. 
Kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh polusi, limbah rumah 
sakit, dan sampah. Tetapi setelah sektor bisnis pertambangan mulai 
dibuka lebar, maka penyumbang terbesar perusak lingkungan itu ada di 
sektor pertambangan. Dengan kalimat lain, proses penghancuran yang 
menyangkut rusaknya ekosistem mayoritas disumbang akibat dari 
proses bisnis pertambangan.90 
Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan yang melakukan 
kegiatan pertambangan tentu akan merusak lingkungan hidup sehingga 
di lingkungan tersebut dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan 
sebagainya. Di satu sisi, kegiatan usaha pertambangan merupakan 
salah satu penyumbang terbesar terhadap Penerimaan Negara dan 
daerah.91 
Suatu Perusahaan Pertambangan harus memerhatikan dengan 
benar aspek-aspek Lingkungan Hidup, karena seperti yang Penulis 
paparkan diatas, usaha pertambangan dapat menimbulkan pencemaran 
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akibat debu dan asap, limbah air, gangguan berupa kebisingan, usaha 
pertambangan dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka 
tanah. Perusahaan Pertambangan harus memerhatikan AMDAL, jangan 
menambang pada daerah resapan. Lokasi penambangan sebaiknya jauh 
dari pemukiman penduduk. Lokasi penambangan jauh dari mata air, 
lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung. Melakukan 
Kegiatan Reklamasi dengan teknologi mutakhir oleh Perusahan 
Pertambangan. Kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk tanggung 
jawab Perusahaan Pertambangan terhadap lingkungan hidup. 
 Reklamasi adalah usaha memperbaiki ( memulihkan kembali ) lahan 
yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat 
berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan. 92 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar 
hukum dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan 
pada: 
1. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,  
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan yakni Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, dan 
3. Perusahaan tambang yang menjadi peserta PROPER 2011-2012 
yakni PT Vale Indonesia (Tambang Mineral-Luwu Timur) dan PT 
Indomarmer Kuari Utama (Tambang Batu Bara-Pangkep). 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 
perusahaan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengikuti 
PROPER. Untuk memudahkan pengambilan sample dari populasi 
tersebut, maka dilakukan penarikan sample dengan teknik non 
probability sampling, yaitu dengan menggunakan purposive sampling 
berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang 
menjadi pertimbangan adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan 
dalam bidang pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Wawancara (Interview) yang dilakukan pada narasumber yang 
terdapat pada lokasi penelitian. 
2. Pengamatan (Observasi) langsung di lokasi penelitian. 
3. Telaah pustaka (Library research), pengumpulan intisari dari 
dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang 
berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan 
dengan topik permasalahan yang diteliti.  
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian skripsi ini, penulis 
menggunakan dua jenis data yang bersumber dari : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut 
disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up 
to date.  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, 
penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait 




E. Analisis Data 
Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik 
deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan 
dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan 
permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor 
yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.  
70 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di Dalam Pengaturan 
dan Mekanisme Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (Proper) di Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan 
Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk 
mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 
secara kontinyu melalui penyebarluasan informasi tingkat penaatan 
peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public (public 
information discloure). Dengan mekanisme penyebarluasan informasi, 
maka alternatif penegakan hukum berlangsung, dengan vonisnya adalah 
reputasi perusahaan tersebut di mata stakeholders. 
Dekosentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem 
penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai 
sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui 
pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi 
kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam hal ini 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas 
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.93 Dalam pelaksanaan 
urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang 
perlu untuk menyelenggarakan dekosentrasi bidang lingkungan hidup 
kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. 
Dekosentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup 
dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat 
dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 
yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya 
pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; 
menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan 
limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah 
aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan bidang perlindungan atmosfir 
dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  
Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah 
B3 melalui mekanisme PROPER merupakan salah satu dari Program 
Nasional yang dilaksanakan secara dekosentrasi. Melalui dekosentrasi 
                                                             
93
 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di 
Daerah, (Surabaya:Airlangga University Press,2005), hlm. 165 
72 
PROPER inilah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk 
jaringan pengawasan dengan 22 Provinsi dan 4 Pusat Pengelolaan 
Ekoregion.94 
Dekosentrasi PROPER menyerahkan sebagian kewenangan 
pengawasan PROPER kepada Provinsi, tetapi mekanisme dan kriteria 
penilaian sesuai dengan kriteria PROPER KLH. Dengan dekosentrasi 
PROPER, sebagian besar pengawasan dilaksanakan oleh Provinsi. 
Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KLH kepada 274 
Perusahaan, 67% pengawasan oleh Provinsi dan 12% oleh Pusat 
Pengelolaan Ekoregion.95   
 







Untuk penyelenggaraan dekosentrasi di Provinsi Sulsel, Gubernur 
sebagai penerima dekosentrasi dalam bidang lingkungan, menyerahkan 
kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulsel untuk 
melaksanakan dekosentrasi PROPER tersebut.  
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Gambar 2. Diagram Pembagian Pengawasan dalam program dekosentrasi PROPER 
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PROPER sendiri merupakan salah satu program pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak BLHD Provinsi Sulsel. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Kasubid Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan 
BLHD Provinsi Sulsel, Agus Dina dalam wawancara di kantor BLHD 
Provinsi Sulsel, Kamis (17/10), mengatakan: 
“Proper itu salah satu program pengawasan. Jadi memang 
pengawasan program proper itu cuma satu dari kegiatan 
pengawasan. Proper ini adalah program yang dicanangkan dari 
pusat , namun provinsi tetap pengawasan juga, begitu pula 
dengan kabupaten yang juga pengawasan. “  
 
Dina juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan 
bisa berupa terjun langsung ke lapangan atau menerima laporan.  
Pelaksanaan PROPER inipun tidak terlepas dari regulasi yang ada. 
Untuk penilaian tahun 2011-2012, digunakan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup (PERMENEG-LH) Nomor 05 Tahun 2011 tentang 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagai landasan untuk melakukan pemeringkatan 
kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai peserta. Dalam 
PERMENEG-LH tersebut mengatur tentang mekanisme dan kriteria 
penilaian PROPER.  PERMENEG-LH Nomor 05 Tahun 20011 ini telah 
digantikan oleh PERMENEG-LH Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup untuk penilaian PROPER Tahun 2012-2013. 
Kriteria penilaian PROPER ini sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu 
kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang 
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dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance). Adapun beberapa 
peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat 
ini adalah peraturan yang berkaitan dengan : 
a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya 
Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh 
aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan 
baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas 
Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang 
relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan 
perusahaan dalam melakukanpelaporan terhadap pengelolaan 
lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.  
b. Pengendalian Pencemaran Air 
Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air 
dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah 
kelingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke 
lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada 
titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang 
diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. 
 Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak 
melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan 
pemantauan dengan frekuensi dan parameteryang sesuai dengan 
izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, 
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maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. 
Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis 
seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau 
ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku. 
c. Pengendalian Pencemaran Udara 
Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan 
atas prinsip bahwa semuasumber emisi harus diidentifikasi dan 
dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke 
lingkungan tidak melebihi bakumutu yang ditetapkan. Frekuensi dan 
parameter yang dipantau juga harus memenuhi kentuan dalam 
peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan 
secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling 
harus memenuhi ketentuan peraturan. 
d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan 
jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan 
pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan 
izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin 
pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai 
ketaatan perusahaan. 
e. Pengendalian Pencemaran Air Laut 
Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin 
pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air 
limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin. 
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f. Potensi Kerusakan Lahan 
Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan 
pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi  
best mining practices, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan 
dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan 
yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan 
lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. 
Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap 
jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. 
Membuat dan memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem 
pengaliran (drainase) yang baik supaya kualitas  air limbah 
memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko 
kebencanaan paling kecil.  
Kriteria beyond compliance  lebih bersifat dinamis karena 
disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik 
pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat 
global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER 
dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari 
berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi 
industri, perusahaan, LSM, Universitas, instansi terkait, dan Dewan 
Pertimbangan PROPER.  
Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond compliance ini 
adalah: 
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a. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya 
bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat memengaruhi 
supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan 
lingkungan dengan baik. 
b. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup 
efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses 
produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses 
yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem 
transportasi. 
c. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun 
emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk 
dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi 
terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar 
yang ramah lingkungan. 
d. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan 
kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi 
terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin 
besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin 
besarpula nilai yang diperoleh perusahaan. 
e. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 
kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3. 
f. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. 
Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan 
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semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar 
upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah 
yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang 
diperoleh. 
g. Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan 
jumlah pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya 
pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu 
bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati 
adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat 
mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan 
sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang 
dikelola dan memiliki data tentang status dan kecenderungan 
sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang 
dikelola. 
h. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang 
baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program strategis 
untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial 
untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan 
tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan 
Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, 
jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan 
sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku 
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kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal 
sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani 
dalam program community development dan identifikasi kelompok 
rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan 
masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus 
bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, 
menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk 
mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja 
proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.  
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dilakukanlah penilaian 
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 Website resmi PROPER http://www.proper.menlh.go.id/portal/?view= 
3&desc=0&iscollps=0&capt  Diakses pada hari Senin, 3 Juni 2013 pkl.02.30 wita) 
Gambar 3. Diagram Mekanisme PROPER 
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 Mekanisme Pelaksanaan PROPER ini diawali oleh: (1) Tahap 
Persiapan. Pada tahap ini diawali dengan pemilihan peserta97, dimana 
perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan 
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di 
Pasar bursa, memunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan 
masyarakat luas. Setelah tahap persiapan selesai dan peserta 
ditetapkan; (2) Verifikasi Lapangan. Dilakukan pengumpulan data 
dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan 
lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain pengumpulan data 
tersebut, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan 
melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 
gabungan dari Tim Teknis PROPER Pusat dan Provinsi. 
Setelah informasi terkumpul kemudian (3) Penilaian Rapor 
Sementara oleh PPLH.  Rapor sementara tersebut berisi evaluasi kinerja 
perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan 
dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Rapor sementara ini 
sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan 
kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara ini kemudian dibahas 
melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan 
dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan 
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 Pemilihan peserta pada program dekosentrasi PROPER ini dilakukan oleh Tim 
Pelaksana PROPER Provinsi yang telah memperoleh pelatihan pengawasan PROPER  
yang diadakan oleh KLH.(Sumber : Petunjuk Teknis 2013 Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan, Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup, 2013) 
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Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah  itu, rapor 
dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan 
persetujuan Dewan. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari dewan 
pertimbangan maka (4) Rapor Sementara Perusahaan. Rapor hasil 
pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor 
Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah 
daerah.  
Setelah diterbitkan rapor sementara, Perusahaan dan pemerintah 
daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan 
didukung data-data baru yang sahih pada tahapan (5) Masa sanggah. 
Setelah masa sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan 
Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai 
status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. (6) 
Proses penilaian Peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup.  Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan 
status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan 
dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati maka tahapan 
paling akhir adalah (7) pengumuman hasil peringkat PROPER. 
Pengumuman ini disampaikan kepada publik dan juga kepada 
perusahaan serta pemerintah daerah.  
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Untuk menghasilkan penilaian yang baik dalam pelaksanaan 
PROPER , maka digunakan beberapa langkah-langkah strategis yaitu98 : 
a. Memudahkan langkah-langkah proaktif para pemangku 
kepentingan melalui penerapan kategorisasi dengan peringkat 
warna; 
b. Dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di 
mata para pemangku kepentingan; 
c. Diarahkan pada perusahaan yang peduli pada reputasi/citranya; 
d. Dilakukan bersama dengan instrument penataan lainnya, seperti 
instrument ekonomi dan penegakan hukum; 
e. Melibatkan semakin banyak perusahaan sehingga mencerminkan 
penataan perusahaan secara keseluruhan, tercapainya konsistensi 
dan keadilan pengelolaan lingkungan di Indonesia; dan 
f. Meningkatkan peran aktif pemerintah provinsi dan kab/kota agar 
pelaksanaan PROPER lebih efektif dan efisien. 
 
Dalam pelaksanaannya, PROPER memberikan beberapa 
keuntungan bagi pemerintah, perusahaan peserta PROPER dan para 
stakeholder baik LSM maupun investor.99 
 
 
                                                             
98
 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008 Ubah 
Perilaku dan Cegah Pencemaran Lingkungan CO2 : Kick The Habit! Towards A Law 
Carbon Economy.(Jakarta:Kementerian Negara Lingkungan Hidup,2008), hlm. 34-35 
99
 Tim Penyusun Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup. Sekilas PROPER, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang, 2005 
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Tabel 2. Daftar Keuntungan PROPER 
Pemerintah Perusahaan Stakeholder 
Instrumen penaatan 
yang cost effective 
Alat benchmarking non 
financial 













penerapan basis data 
yang modern 





mendorong kea rah 
lebih dari penaatan 
Instrumen untuk 
mendorong kea rah 
Eco Efficiency 
- 
Sumber: Hasil olahan Data Sekunder. 
  
Terkait tanggapannya tentang PROPER, Kurniawan Sabar, Deputi 
Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 
Sulawesi Selatan, menyatakan: 
“Perihal upaya ini, WALHI melihat ini adalah upaya yang positif 
yang dilakukan oleh pemerintah namun terkait dengan bagaimana 
pelaksanaannya atau implementasinya terus bagaimana hasil 
yang dicapai kita (WALHI,pen) mungkin akan melakukan 
perdebatan dalam hal itu. Sehingga WALHI sekalipun  awalnya 
memberikan apresiasi yang positif dengan upaya kementerian 
lingkungan hidup terkait dengan penilaian proper, di satu sisi kita 
juga tetap  melakukan kritik agar ini tidak menjadi satu-satunya 
aspek untuk bagaimana melihat perusahaan atau mengontrol 
perusahaan supaya perusahaan tersebut memerhatikan 
keberlanjutan lingkungan hidup.”  
 
 
Kurniawan menilai, dalam penilaian PROPER masih banyak 
perihal lain yang harus diperhatikan. Termasuk bahwa proper secara 
langsung  juga tidak memberikan dampak  yang lebih luas terhadap  
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upaya keberlanjutan lingkungan hidup seperti yang diamanahkan dalam 
Permen lingkungan hidup dalam hal  kriteria penilaian PROPER.  
Selain itu, WALHI juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait 
dengan penilaian PROPER dimana selama ini PROPER hanya dijadikan 
formalitas penilaian semata.  
“Formalitas yang saya maksudkan itu adalah karena dia 
(Proper,pen) punya mekanisme, punya criteria penilaian,  artinya 
ketika criteria itu terpenuhi  dalam satu kali penilaian, dalam 1 
tahun, maka dia (Perusahaan,pen) sudah dianggap bertanggung 
jawab  terhadap pengelolaan lingkungan. Tapi, yang tidak dilihat 
adalah bagaimana sebelum proper itu dilakukan dan pasca proper 
dilakukan. Nah, terkait hal ini kita melihat bahwa lemahnya 
pengawasan atau tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah.” 
 
Sebagai LSM Lingkungan, WALHI Sulsel mengungkapkan 
beberapa harapannya terkait dengan PROPER. Diantaranya, (1) 
PROPER tidak  dijadikan sebagai satu-satunya alat atau upaya untuk 
mengontrol kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Tetapi jadikan 
PROPER  sebagai salah satu aspek yang akan didukung dengan upaya-
upaya yang lain guna mengkongkritkan bahwa perusahaan ataupun 
kegiatan usaha yang ada di Indonesia menaati aturan dan 
bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. (2) Untuk meningkatkan 
objektivitas dalam upaya PROPER maka perlu adanya penilaian 
langsung dari masyarakat ataupun stakeholder yang terkait begitupun 
dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi khususnya di 
bidang lingkungan hidup dan sosial, dan (3) PROPER  tidak hanya 
dijadikan penilaian formalitas tetapi pemerintah juga harus melakukan 
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upaya kontrol terhadap seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia 
khususnya usaha yang ada di Sulawesi Selatan, sebelum dan sesudah 
melakukan PROPER sehingga bisa mengontrol secara signifikan apakah 
perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya terkhusus misalnya 
dalam kriteria penilaian PROPER yang dimaksud. 
 
B. Pengaruh Pemberian PROPER terhadap Pengelolaan 
Lingkungan Hidup pada Perusahaan dalam Bidang 
Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan 
Salah satu indikator kinerja PROPER  adalah tingkat ketaatan 
perusahaan terhadap peraturan. Dalam bidang pertambangan, terbukti di 
Sulawesi Selatan pada penilaian tahun 2011-2012, terdapat dua 
perusahaan yang terdaftar sebagai peserta proper yakni PT Indomarmer 
Kuari Utama, Pangkep yang bergerak pada sub sektor tambang batu 
bara dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur yang bergerak pada sub 
sektor tambang mineral. 
Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang 
pertambangan yang turut berpartisipasi dalam PROPER. Penilaian 
PROPER itu sendiri mulai terasa pada tahun 2009 dengan peserta 
PROPER dari Provinsi Sulsel berjumlah satu perusahaan  yaitu PT 
Energy Sengkang, Wajo yang bergerak pada sub sektor Energi PTGU. 
Pada tahun 2010, jumlah peserta PROPER dari Provinsi Sulsel 
meningkat menjadi 15 Perusahaan dan salah satunya adalah PT Vale 
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Indonesia Tbk (dahulu PT INCO).100 Peningkatan jumlah peserta tidak 
hanya terjadi pada tahun 2010 saja, tetapi pada tahun 2011 jumlah 
peserta PROPER untuk Provinsi Sulsel menjadi 30 Perusahaan. Untuk 
perusahaan dalam bidang pertambangan, peningkatan jumlah peserta 
PROPER tidak terlalu signifikan, karena dari jenjang waktu 2010-2012 
hanya ada dua perusahaan yang terdaftar. Berikut adalah tabel 
keikutsertaan perusahaan tambang sebagai peserta PROPER di Sulsel. 
Tabel 3.  Daftar Perusahaan Pertambangan Peserta PROPER  Provinsi 












































Peringkat PROPER 2010 – 2011 2011 - 2012 
Emas - - 
Hijau - - 
Biru - 
PT Vale Indonesia 




PT Vale Indonesia 
Tbk ( Dahulu PT 




Hitam - - 
Sumber: Kepmen-LH 259/2011 dan Kepmen-LH 273/2012  
 
                                                             
100
 Lihat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 259 Tahun 2011 
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Dalam tabel di atas jelas tergambar bahwa keikutsertaan 
perusahaan tambang di Sulsel sebagai peserta PROPER dari tahun ke 
tahun makin meningkat. PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan 
perusahaan tambang pertama yang ikut serta sebagai peserta PROPER 
untuk Provinsi Sulsel dan telah dua kali memperoleh penilaian PROPER 
inipun. merasakan pengaruh dari pemberian PROPER ini. Saat 
diwawancara di Kantor EHS PT Vale Indonesia Tbk Luwu Timur, Jumat 
(25/10) General Manager Environment PT Vale Indonesia Tbk, Sunarso 
mengungkapkan: 
“Kalau melihat proper secara proporsi sih, saya pribadi bagus. 
Membuat perusahaan minimal merespon terhadap regulasi yang 
ada. Sebetulnya PT Vale tanpa adanya properpun kami sudah 
komitmen karena kami juga merupakan perusahaan terbuka jadi 
apapun yang terjadi di perusahaan, kami selalu terbuka. Nah, 
dampaknya dari proper itu yah dari sisi pemilihan modal, dari sisi 
pemangku kepentingan, hal itu sangat berpengaruh secara 
signifikan.” 
  
 Sunarso juga menambahkan, bahwa selain membawa pengaruh 
positif, menurutnya PROPER masih memiliki beberapa kekurangan. 
Diantaranya terkait dengan regulasi yang ada. Bagi Sunarso, regulasi 
terkait PROPER  yang ada harus benar-benar memerhatikan jangka 
waktu untuk mengkongkritkan regulasi tersebut di dalam pelaksanaan 
PROPER kepada perusahaan. Lagi, ia menambahkan bahwa selama ini 
proper hanya melihat dari segi hasilnya saja tetapi tidak melihat upaya 
penanganan atau proses dari pengkonkritan regulasi yang ada.  
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 Lebih lanjut, Sunarso mengungkapkan bahwa auditor atau tim 
audit PROPER yang diturunkan tidak memiliki kompetensi dan 
standarisasi yang baik terkait dengan penilaian perusahaan Tambang 
sehingga terkadang kriteria penilaiannya masih cenderung 
disamaratakan pada setiap perusahaan. 
“Kompetensi dari si Auditor yang mengaudit. Kompetensi dan 
standarisasi. Jadi kami selaku objek disini ya, merasakan itu. Nah, 
kemudian dari tahun ke tahun timnya misalkan berbeda, temuannya 
jadi beda lagi. Jadi, yang kita mau ada standarisasi prosedur dan 
standarisasi kompetensi  dari si auditor sehingga dari tahun ke 
tahun itu penilaian bisa meningkat. Jadi manakala si Auditor ini 
berangkat dari kota, dari rumah sakit, audit hotel, kemudian melihat 
kami perusahaan tambang jadi kaget karena wawasannya tidak 
luas.” 
 
Sunarso berharap, untuk Auditor ke depannya bisa lebih  fleksibel, 
dan lebih pada  Open For Discussion dalam hal penilaian PROPER. 
Senada dengan Sunarso, General Manager PT Indomarmer Kuari 
Utama, Pangkep Dany Sukarsa saat diwawancara di Kafe 212 Todopuli 
Raya Makassar, Selasa (1/10) juga mengungkapkan kekurangan dari 
PROPER yaitu dalam parameter penilaiannya yang masih disamakan 
antara perusahaan tambang. 
“Proper ini  khan semacam kontrol dalam bentuk nyata jadi selama 
ini memang ada pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh 
dinas atau badan lingkungan dari pemda setempat. Cuma 
parameter penilaiannya itu masih disamaratakan untuk 
penanganan lingkungan tambang marmer dengan tambang batu 
bara misalnya atau tambang nikel, itu masih disamakan. Misalnya 
untuk pengolahan dari pembuangan limbah cair atau limbah air 
hujan itu masih mereka samakan padahal berbeda. Tiap tambang 
itu tidak pernah sama dari mulai bahan bakunya itu khan sudah 
beda, marmer, nikel, batubara, jadi cara nambangnya pun akan 
berbeda  dan cara penanganan untuk lingkungannya pun itu pasti 
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berbeda. Sementara proper ini parameter penilaiannya sama. 
Otomatis ini gak bisa diterapkan sehingga hasil penilaiannya pasti 
hitam atau  pasti hasil penilaiannya minimal merah.” 
 
 Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, kedua perusahaan ini 
memiliki program yang berbeda. PT Indomarmer Kuari Utama misalnya, 
sebagai perusahaan penghasil marmer, perusahaan ini kini telah 
berusaha untuk memperbaiki pola penyimpanan Limbah B3nya. Untuk 
Tahun 2012 yang lalu, PT Indomarmer yang merupakan perusahaan 
penghasil marmer mendapatkan PROPER  peringkat Merah. Hal ini 
disebabkan oleh ketidakpatuhannya dalam pengelolaan Limbah B3. 
Perusahaan yang untuk pertama kalinya bergabung dengan PROPER 
pada tahun 2012 ini nyatanya terus berupaya untuk memperbaiki pola 
pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari penanganan Limbah B3, 
saluran air, sampai pada izin-izin pengelolaan limbah B3.  
“Jadi hasil dari penilaian PROPER, itu dianggap kami sudah 
melakukan beberapa perubahan termasuk untuk izinnya yang 
masih dalam proses di BLHD Kab. Pangkep. Kemudian yang terkait 
dengan limbah B3 sekarang sudah tertata rapi artinya sudah 
disimpan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu teknis 
penambangan itu juga kami benahi, terus saluran air itu juga mulai 
diperbaiki.”  
 
Dany menambahkan bahwa Keuntungan dalam mengikuti 
PROPER ini banyak, diantaranya adalah perusahaan jadi lebih tahu 
parameter-parameter yang menjadi standar untuk pengawasan 
mengenai lingkungan. Selain itu, bagi Dany yang paling utama dari 
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PROPER ini adalah kontrol dari pihak pemerintah untuk perusahaan-
perusahaan terkait tentang lingkungan.  
PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan tambang pada 
sub sektor tambang batu bara ini, memiliki program yang berbeda 
dengan PT Indomarmer Kuari Utama. Perbedaan sektor tambang 
tentunya membawa pengaruh pada program-program pengelolaan 
lingkungan hidup di sekitar area tambang. Bagi PT Vale Indonesia Tbk, 
lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan. 
Perusahaan yang menghasilkan produk nikel ini,101 memiliki beberapa 
kebijakan lingkungan yang mengarah pada pola pengelolaan lingkungan 
yang baik di area tambang.  
Kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT Vale ini, berupa 
pengintegrasian seluruh tahapan kegiatan operasi dengan pengelolaan 
lingkungan serta memperhitungkan dampak lingkungan, terutama upaya 
pemulihan maupun pelestariannya. Tahapan ini dimulai dari eksplorasi, 
penambangan, pengolahan, hingga penutupan tambang.102 
Dari upaya kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT Vale ini, 
maka peringkat PROPER yang diterimapun berubah menjadi biru pada 
periode penilaian 2011-2012, yang pada periode sebelumnya peringkat 
yang diperoleh oleh PT Vale adalah Merah. 
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 Nikel yang diolah oleh PT Vale Indonesia Tbk adalah dalam matte yang memiliki 
kandungan rata-rata 78% nikel, 1% kobal, 20% sulfur dan logam lainnya. Nikel adalah 
logam mengkilat berwarna putih keperakan yang pertama kali ditemukan pada tahun 
1751. (Sumber : Company Profile PT Vale Indonesia Tbk, Nikel dalam keseharian 
(Nickel  in daily life)). 
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Berdasarkan uraian pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan  mengenai PROPER  terdapat dalam Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup untuk penilaian PROPER 2011-2012 yang 
kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 
PROPER 2012-2013. Untuk Sulawesi Selatan, program dekosentrasi 
PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
(KLH), membuat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel 
sebagai penerima kewenangan dari Gubernur selaku Pemimpin 
Daerah Provinsi, melakukan mekanisme pemberian PROPER yang 
dilaksanakan berdasarkan Mekanisme yang telah ditetapkan oleh 
KLH. Mekanisme tersebut meliputi (1) Tahap Persiapan, (2) 
Verifikasi Lapangan, (3) Penilaian Rapor Sementara oleh PPLH, (4) 
Rapor Sementara Perusahaan, (5) Masa sanggah, (6) Proses 
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penilaian Peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 
dan terakhir  (7) pengumuman hasil peringkat PROPER.  
Selain itu, ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi 
yaitu (a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup 
dan pengendalian dampak lingkungan hidup; (b) Pengkoordinasian 
dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 
di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak 
lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota; (c) 
Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor; (d) 
Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup; (e) 
Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; (f) Peningkatan 
kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup; (g) 
Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; (h) Pelaksanaan 
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
2. Pengaruh pemberian Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan (PROPER) terhadap pengelolaan lingkungan hidup 
pada perusahaan dalam bidang Pertambangan di Provinsi Sulawesi 
Selatan nyatanya membawa dampak positif. Dalam faktanya, 
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perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER 
untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep 
dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur terbukti terus meningkatkan 
upaya pengelolaan lingkungan hidup di area sekitar pertambangan. 
Diantaranya PT Indomarmer Kuari Utama yang berupaya untuk terus 
meningkatkan pengelolaan Limbah B3  yang dihasilkan dari proses 
produksi marmer dalam hal penyimpanan limbahnya. Sementara 
untuk PT Vale Indonesia Tbk, telah melakukan kebijakan-kebijakan 
lingkungan mulai dari awal penambangan sampai pada pasca 
penambangan. 
B. Saran  
Dari uraian kesimpulan yang dihasilkan, penulis menarik beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Pengaturan dan regulasi terkait dengan PROPER terus berkembang 
seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan, namun hal ini 
tidak sejalan dengan proses untuk mengikuti regulasi tersebut. 
Sehingga dalam hal ini Pemerintah melalui  Kementerian Lingkungan 
Hidup perlu memberikan rentan waktu untuk setiap perusahaan 
sebagai objek dari PROPER ini untuk berproses dalam rangka 
mewujudkan pengkongkritan regulasi mengenai PROPER. 
2. Dibutuhkan konsistensi dari perusahaan sebagai peserta PROPER 
untuk terus meningkatkan pola pengembangan pengelolaan 
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lingkungan hidup agar PROPER dapat menjadi salah satu upaya 
bagi perusahaan untuk meningkatkan penaatan terhadap regulasi. 
3. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat seperti LSM 
Lingkungan, Stakeholder, juga pemerintah dalam hal pengawasan 
bersama pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan peserta PROPER khususnya di Provinsi 
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